LAPORAN SINGKAT
KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI,
DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).
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Selasa, 18 April 2017

Pukul 14.00 WIB

Ruang Rapat Komisi VIl DPR Rl Gedung Nusantara Il lantai 1
JI. Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270
Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M. Hum.

. Yanto Supriyanto, S.H.

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji
1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
2. Menteri Agama RI

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat

membuka Rapat Dengar Pendapat pada pukul 14.45 WIB, yang dinyatakan

terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIl DPR RI Dr. H.M. Ali Taher, SH.,
M.Hum. pada waktu dan tempat tersebut diatas.

3. Rapat Kerja dimulai dengan pengantar dari Ketua rapat dan dilanjutkan

dengan penjelasan dari Menteri Agama RI, serta tanggapan oleh anggota
Komisi VIII DPR RI.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, dengan

agenda “Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji”, dapat disimpulkan:

1. Komisi VIl DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk menentukan batas
waktu realisasi pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan
harus sudah efektif bekerja setelah mendapatkan Keputusan Presiden (Kepres)
serta mulai terlibat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk melakukan kajian
tentang penguatan kelembagaan BPKH sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 18 April 2017

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,

Dr.H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.




